PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA FOTOGRAFI WEDDING
YANG MENGALAMI KERUSAKAN FILE (FILE CORRUPT)

I N\
L N
VU a1 a7 pEnGABD\

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BILKY PRIMA ANUGRAH
02011382126423

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
NAMA : BILKY PRIMA ANUGRAH
NIM 1 02011382126423

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA
FOTOGRAFI WEDDING YANG MENGALAMI KERUSAKAN FILE
, (FILE CORRUPT)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggat 21 Juni
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 23 Juni 2025
Mengesahkan,
Pembimbing Utama,

Pembimbing, Pembantu,

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

@/ ~._ Mengetahui,
S,

A2 Dtkan F:ﬂ;ulga ‘Hukum U

Zr&y

‘\‘l“:

I



SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bilky Prima Anugrah

Nomor Induk Mahasiswa :02011382126423

Mahasiswa Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 11 Maret 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan «81

Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang
sebelumnya-telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun
tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang
sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan

sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila
terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini,
maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Juni 2025

]
2

ETERAI
TEMPEL
AMX376098950

\\\\\\\\\\\\\\

Bilky Prima Anugrah
NIM. 02011382126423

ot

Pe¥aty



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

iz a3l AUl oy

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1.

Ibu dan Ayahku

2. Adik Kandungku
3. Keluarga Besarku
4.

5. Adik Tingkatku

Teman Angkatanku



KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tidak hentinya penulis sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas
rahmat dan kasih-Nya sechingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Fotografi
Wedding Yang Mengalami Kerusakan File (File Corrupt)”. Penulis sampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini dilakukan sebagai syarat dalam
memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
dengan selesainya skripsi tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya, semoga Allah SWT membalas
semua kebaikannya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari
segi materi, maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat
membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis
berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain agar
dapat menambah'wawasan baru rr;etigenai perlindungaxi hukum serta penyelesaian
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha fotografi wedding yang mengalami

kerusakan file.

Palembang, 23 Juni 2025

Bilky Prima Anugrah
NIM. 02011382126423



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan

yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima

kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam

penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa hormat

dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya

kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-
Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

2. Kedua orang tua penulis, Ibu Rika Riana dan Ayah Richie Prima,
terimakasih atas segala ilmu, cinta, semangat, nasehat, serta dukungan untuk
penulis menyelesaikan skripsi ini, serta saudara kandung yang penulis
sayangi, Muhammad Akram Atthallah yang selalu mendukung penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Yth. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. H. Joni Arliansyah, M.T. Selaku paman penulis
yang membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;

4. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiqg Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rektor Universitas
Sriwijaya;

5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil
Dekan II Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Yth. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing

Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir

perkuliahan;

Vi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Yth. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama
Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus
memberikan arahan, bantuan, kepada penulis. Terima Kasih atas segala
arahan, ilmu yang diberikan ibu selama ini semoga menjadi bekal kedepan
nanti bagi penulis;

Yth. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua
Skripsi yang sangat berperan pula dalam penulisan skripsi penulis. Terima
Kasih banyak atas bantuan, bimbingan, ilmu yang diberikan untuk bekal
kedepan nanti, kebaikan serta bimbingan bapak yang sangat berarti bagi
penulis;

Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang
senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat
bagi penulis;

Yth. Kak Fajar dan Ayuk Cica Serta Seluruh Staff Akademik, Laboratorium,
dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu
penulis dalam administrasi perkuliahan;

Yth. Bapak Abdullah Faqih, S.H., M.H. Selaku Narasumber serta membantu
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu,
terimakasih atas doa dan dukungannya;

Teruntuk Yahayeiii, yang telah banyak membantu dan menyemangati
penulis dalam meraih cita-cita;

Sahabat SMP penulis, Rallyo, Hafiz, Aslam, Mirlin, Herzawan, Novrian,
Raja, Adam, Igbal, yang selalu mendukung, menemani dan berteman sampai
sekarang;

Sahabat SMA penulis, Rifki, lin, Wahyu, David, Ridho, Daffa, Boby, Vini,
Novi, Sintia, Eka, yang selalu mendukung, menemani, dan berteman sampai
sekarang;

Sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara penulis sendiri, Dindo

Putrama Sactheo Juka S. H.;

vii



20.

21.

22.

23.

24.

Sahabat Kuliah penulis, Trialdy, Fereddy, Roland, Sultan, Quena, Annisa,
Angel, yang selalu membantu, memotivasi, dan menemani penulis sampai
sekarang;

Kakak Tingkat Kuliah penulis, Prima Akbar, Ajie Prana, Ilman Karoma,
Felix Coan, Rasya Syahpani, Alfin Agusty, Frengky Fernando, Yehezkiel
Givent, yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam
menyelesaikan perkuliahan;

Law Sport Organization Olympus, Badan otonom tempat penulis belajar
dan mengembangkan diri selama perkuliahan;

Rekan-rekan Jajaran Olympus RaksaVirya, yang telah menjadi rekan ber-
organisasi selama perkuliahan;

Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam penyelesaian

skripsi ini, Terima kasih semuanya.

viii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..uuccouiiiiisuicsricsensnecssncsesssncssnssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSL.....ccocinieninvecsuinsenssecsaccsesssecssnssssssessasesssans ii
SURAT PENYATAAN . ...ccouiiviirecrrisenssesssissssssesssissssssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssns iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN......ccccinviiiuinsenssnnssensanssenssesssssssssssssassssssssssssssass iv
KATA PENGANTAR.....uuiiitintininsissaissesssisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss v
UCAPAN TERIMA KASITH.....ucooiininrinsuinsunssesssnssessssssssssasssssssssssssssssassssssssssasss vi
1D VN D V2N 2 ) ix
ABSTRAK ..uuitiirticeisiisnicsisesssissssssesssissssssesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang..........coooooiiiiiiiiiiieeee e 1
B. Rumusan Masalah...........cccccoiiiiiiiiiiiiceceeeee e 9
C. Tujuan Penelitian...........ccceevvieiiiiiiiiniinieieecece st 9
D. Manfaat Penelitian............ccoooieiiiiiiiiiiiiee e 10
E. Ruang LingKup......cccveeiiiiiiieceeceeeeeee et 11
F. KerangKka TeOTT......ccuueriiriiiiiiiieeieeiterccte ettt 11
1.Teori Keadilan..........cocoeiiiiiiiiiiiieeieeeeeee e 12
2. Teori Perlindungan Hukum..........c.cccooeviiniinininiiiiiicccccceee, 13
3. Teori Penyelesaian Sengketa............ccooeevveriiniiiieiicnicniecnieneeienene 15
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian.........cccooviiiiiiiiiiiieieeeee e 17
2. Pendekatan Penelitian..........cccccoceeviriinieniiniiiniiienienececeseeneee 17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.............coccooiiii, 19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.............cccccoooeiiiiiiiiniiiiiee, 20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum...........c..coocooiiniiiiniiniiic 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan............cccccoeoieiiiiiiieniiiiienieeiceeeeen 21
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA.....cuoivierirensrecsnnsenssncssisesssecsssssssssesssessasssssses 22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.............cceueenee. 22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.........c..ccoceevverieninieniencnniennene. 22
2. Pengertian KONSUMEN........cccueeviiiieiiiieeiieeeiie e 23
3. Hak dan Kewajiban Konusmen...........cccccccuveeriiieniieeniiecieeeieeee, 24



4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.............ccccoecveeniienirennnnnne. 26

5. Pengertian Pelaku Usaha..........ccccovciieiiiiiiiiniiciicicccceeeeeen 29

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..........c..ccccoeeeviiiinciieniieiieee. 30

7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha............cccoeeciiiviiiiniiiecieeceeeees 31

B. Tinjauan Umum Tentang Fotografi................... .. 33

1. Pengertian FOtografi.........cocevviieniieiieiiieieeceeieeee e 33

2. Sejarah FOtografi........cocovieiiiniininiiiiiccicccceceec e 34

3. Jenis-Jenis FOtOgrafi........ccooiroiiniininiiiniiiiiceccccecsecee 35

BAB III PEMBAHASAN......ccoviiinntinensisssissessssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 37

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa

Fotografi Wedding Yang Mengalami Kerusakan File........................ 37
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Fotografer Wedding

Yang Mengalami Kerusakan File.............cccoocueeviienieeiienieeiienreeieens 55

BAB IV PENUTUP...... 76

AL KeSIMPUIAN....c..iiiiiiiiiii e 76

Bl SAran....cooiiiiiii e e 78

DAFTAR PUSTAKA....uuiviiinninensaissnisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 79
LAMPIRAN



Nama : Bilky Prima Anugrah
NIM : 02011382126423
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa
Fotografi Wedding Yang Mengalami Kerusakan File
(File Corrupt)
ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam mengabadikan
momen-momen penting, salah satunya melalui jasa fotografi perikahan. Jasa ini
menjadi sangat populer karena mampu mcnghasnlkan foto-foto berkualitas tinggi
yang menyimpan kenangan indah. Namun, tidak jarang konsumen mcngalarm
kerugian akibat kerusakan file foto pemikahan mereka. Penclitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen, serta upaya penyelesaian sengketa pengguna jasa fotografi pemikahan
yang mengalami kerusakan file. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus.
Data yang digunakan berupa data primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan.
Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen pengguna jasa fotografi
pernikahan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak-hak tersebut antara lain hak
untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai jasa fotograft, hak
untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional, serta hak wuntuk
mendapathn ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
penyedia jasa. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi secara materil dan
immateril yang timbul akibat kerusakan file foto pemikahan, seperti kehilangan
momen-momen penting dan kenangan indah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan fotografi saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat, mulai dari
keperluan pribadi seperti identitas diri hingga kebutuhan resmi untuk
mendokumentasikan berbagai momen penting, seperti acara wisuda,
pernikahan, dan kegiatan lainnya.! Untuk mengenang peristiwa tertentu dimasa
depan, momen-momen tersebut diabadikan sebagai bentuk dokumentasi.
Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyimpan kenangan
visual, usaha jasa fotografi semakin menjamur. Oleh karena itu, para penyedia
layanan dituntut memberikan kualitas pelayanan terbaik guna menarik minat

pelanggan menggunakan jasanya.

Industri layanan fotografi mengalami pertumbuhan yang cukup pesat
sebelumnya hasil foto disimpan dalam bentuk film dari kamera analog, kini
beralih menggunakan kamera digital yang menyimpan gambar dalam bentuk
file dikartu memori. Meski demikian, penyimpanan menggunakan kartu
memori belum sepenuhnya menjamin keamanan file tersebut. Pergeseran
teknologi dari penggunaan film ke media digital seperti kartu memori tidak
serta-merta memberikan jaminan atas keselamatan hasil gambar. Adapun
penyimpanan melalui roll film memiliki potensi kerusakan apabila terkena

paparan cahaya secara langsung, yang dapat menyebabkan film tersebut

! Jhoni Susanto, Edin Sardi Djatikusuma, “Ninety Photography”, Jornal STIE MDP
Palembang, Vol.1 No.1 Tahun 2022 him. 1.



terbakar. Kerusakan pada file digital hasil pemotretan berisiko corrupt, yakni
kondisi ketika file tidak bisa diakses atau mengalami kegagalan. Penyebab dari
kerusakan ini antara lain adalah infeksi virus, serangan malware, kegagalan

sistem, kesalahan saat melakukan pembaruan, serta gangguan pada hardware..?

Meningkatnya jumlah penyedia fotografi serta ketatnya kompetisi dipasar
mendorong banyak pelaku usaha untuk menawarkan jasa fotografi dengan
berbagai variasi pelayanan. Namun demikian, dalam menjalankan usahanya,
beberapa penyedia jasa kerap melakukan kesalahan yang merugikan
konsumen. Salah satu keluhan utama dari konsumen. Salah satu keluhan utama
dari konsumen adalah sikap tidak professional penyedia jasa fotografi yang
menyebabkan sebagian hasil dokumentasi hilang atau mengalami kerusakan,

serta kompensasi yang diberikan tidak seusai dengan harapan konsumen.

UUPK atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan
Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa tindakan perlindungan
terhadap konsumen merupakan serangkaian usaha untuk menjamin adanya
kejelasan hukum dalam rangka melindungi konsumen. Dalam Pasal 4,
kejelasan hukum ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak

konsumen, yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:?

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang atau jasa;

2 Anita Sindar Sinaga, Keamanan Komputer, CV. Insan Cendekia Mandiri, Solok, 2020,
hlm. 41

3 Cindy Aulia Khotimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa
Fotografi”. Vol.1. No. 1, Tahun 2021.



2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang
digunakan;

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pergantian, jika
barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya;”

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa
konsumen sebagai pengguna barang dan/atau layanan memiliki tanggung
jawab untuk memahami serta menaati petunjuk penggunaan dan informasi
terkait pemanfaatan barang dan/atau layanan demi menjamin keselamatan dan
keamanan, bersikap jujur saat melakukan transaksi pembelian, melunasi
pembayaran sesuai kesepakatan nilai, serta menghormati proses penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara layak.

Disamping kewajiban serta hak konsumen, ketentuan dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen turut memuat kewajiban dan hak yang



dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa pelaku usaha

berhak untuk:

a. “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.”

Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan

kewajiban pelaku usaha yaitu:

a. ‘“beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa ketentuan standar mutu penggunaan dalam
pemeliharaan dan perbaikan;

c. memberlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;



menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba
barang dan jasa terntentu serta memberi jaminan dan garansi atas
barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.”

Setiap pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk menganggung akibat dari

kejadian yang merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu, penting bagi

pelaku bisnis untuk memiliki kesadaran terhadap tindakan mereka, baik yang

dilakukan secara sengaja maupun tanpa unsur kesengajaan. Tanggung jawab

yang diemban oleh pelaku bisnis mencakup pemberian kompensasi atas

kerusakan atau dampak lain yang muncul akibat penggunaan produk maupun

layanan yang mereka hasilkan atau perjualbelikan, kepada konsumen yang

mengalami kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi

barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;



b. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan jasa yang sejenis atau setara nilainya;

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi;

d. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya
unsur kesalahan,;

e. Ketentuan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Setiap bentuk usaha, baik yang menawarkan produk maupun layanan,
tentunya memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Hal
ini juga mencakup bidang usaha fotografi. Bentuk kerugian yang terjadi karena
wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku usaha memberikan kewajiban kepada
pelaku usaha untuk menyerahkan ganti kerugian dalam bentuk uang atau

pengembalian keadaan semula.*

Wedding photography atau fotografi pernikahan merupakan salah satu aliran
foto yang paling popular bagi masyarakat yang ingin mengabadikan momen
pernikahan mereka dengan menyewa fotografer yang menekuni bidang

fotografi sebelum pernikahan dan pernikahan.’

4 S. Mahayani, A. Zuhairi, dan M. Saleh, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen.” Commerce Law. Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, him. 120.

> Mohammad Fahmi Hidayat, “Peran Pemasaran Jasa Fotografi Pernikahan™ Universitas
Muhammadiyah Jember. Vol. 2 No.1 Tahun 2020.



Demi meraup keuntungan sebesar mungkin, sebagian pelaku usaha kerap
memanfaatkan dan mengeksploitasi kelemahan konsumen. Tindakan tersebut
menjadikan konsumen berada dalam posisi yang rawan dijadikan sarana untuk
memperoleh keuntungan sepihak oleh pelaku usaha. Namun demikian, pelaku
usaha semestinya mengutamakan mutu produk dan/atau layanan yang dapat
dipertanggungjawabkan, serta wajib memberikan pelayanan yang prima guna

memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam penelitian ini, salah satu contoh perkara yang diangkat adalah
sengketa antara Padang Photography selaku penyedia jasa dan Rezki Achyana
selaku pengguna jasa. Keduanya memiliki ikatan kerja sama melalui perjanjian
layanan, dimana Padang Photography bertindak sebagai penyedia dokumentasi
dalam acara pernikahan Rezki Achyana yang diselenggarakan pada tanggal 5
Agustus 2022 di Pangeran Beach Hotel Padang. Acara tersebut berlangsung
dengan lancar, dan Padang Photography telah menunaikan tanggung jawabnya

sesuai kesepakatan.®

Rezki Achyana menyampaikan bahwa persoalan timbul dua bulan setelah
pernikahan dilangsungkan, ketika dirinya berupaya mengontak pihak Padang
Photography guna menanyakan dokumentasi foto hari pernikahannya. Akan
tetapi, upaya komunikasi yang dilakukan oleh Rezki tidak membuahkan hasil.
Padang Photography sama sekali tidak memberikan tanggapan maupun

keterangan mengenai hasil dokumentasi, suatu tindakan yang seharusnya tidak

& Putri Safitri, “ Gara-gara foto pernikahan hilang, Padang Photography resmi dilaporkan
ke Polisi dan BPSK https://probolinggo.jatimnetwork.com/hiburan/pr-7504947589/gara-gara-
foto-pernikahan-hilang-padang-photography-resmi-dilaporkan-ke-polisi-dan-bpsk, Diakses pada
tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 14.32 WIB



https://probolinggo.jatimnetwork.com/hiburan/pr-7504947589/gara-gara-foto-pernikahan-hilang-padang-photography-resmi-dilaporkan-ke-polisi-dan-bpsk
https://probolinggo.jatimnetwork.com/hiburan/pr-7504947589/gara-gara-foto-pernikahan-hilang-padang-photography-resmi-dilaporkan-ke-polisi-dan-bpsk

dilakukan oleh pelaku usaha, mengingat adanya kewajiban dalam Pasal 7 huruf
b Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) “Memberikan informasi
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Setelah Rezki melakukan tindakan tertentu, informasi mengenai keadaan
dokumentasi pernikahannya akhirnya disampaikan oleh pihak Padang
Photography. Berdasarkan penjelasan dari Padang Photography, dokumentasi
tersebut tidak berhasil diselamatkan karena file mengalami kerusakan (corrupt)
dan hard disk tempat penyimpanannya pun mengalami kegagalan fungsi.
Akibatnya, foto-foto pernikahan tersebut tidak dapat diproses untuk dicetak.
Dampak dari kehilangan dokumentasi tersebut membuat Rezki Achyana,
sebagai  pithak konsumen yang mengalami  kerugian, menuntut

pertanggungjawaban dari Padang Photography.’

Kerugian yang bersifat materil maupun immateril dialami secara signifikan
oleh Rezki Achyana sebagai pihak konsumen akibat peristiwa ini. Materil
merujuk pada bentuk kerugian yang dapat diestimasi secara finansial, termasuk
kerugian nyata yang telah dialami, sedangkan immateril mengacu pada bentuk

kerugian yang tidak dapat diukur dengan angka secara pasti.

Pada kasus diatas, dapat kita garis bawahi perlu adanya sebuah keadilan
bagi pengguna jasa fotografi wedding. Yang mengalami kerusakan file pada
foto pernikahan, keadilan bagi konsumen dapat diartikan sebagai penerapan

hukum yang adil dan merata bagi semua pihak dan pengguna jasa berhak

7 Putri Safitri, /bid, Diakses Pada tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 14.33 WIB



mendapatkan hak dan kewajibannya atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
usaha. Namun, yang di jelaskan pada Pasal 19 ayat (2) UUPK ganti rugi hanya
berupa penggembalian uang dan barang yang setara nilainya. Pada dasarnya
hal ini tidak sebanding dengan kerugian yang di alami oleh pengguna jasa
fotografer wedding dikarenakan pengguna jasa telah kehilangan foto
pernikahannya yang hanya bisa dilakukan satu kali pada saat melangsungkan

pernikahan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
JASA FOTOGRAFI WEDDING YANG MENGALAMI KERUSAKAN

FILE (FILE CORRUPT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa
fotografi wedding yang mengalami kerusakan file (file corrupt)?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap konsumen pengguna jasa

fotografi wedding yang mengalami kerusakan file (file corrupt)?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas, maka

tujuan dari penelitian ini yaitu:
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dari konsumen
yang mengalami kerusakan file.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa antara pelaku

usaha fotografi dan konsumen yang mengalami kerusakan file.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya,
penulis berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif, antara

lain:

1. Manfaat Teoritis :
Sebagai rujukan dan sumber pengetahuan dalam bidang keilmuan,
khususnya dalam ranah hukum perdata, penelitian ini bertujuan
menyajikan informasi terkait perlindungan konsumen jasa fotografi
wedding yang mengalami kerusakan file.
2. Manfaat Praktis :
a. Bagi Masyarakat
Sebagai sumber wawasan dan informasi, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia
dalam memahami perlindungan hukum terhadap konsumen jasa
fotografi wedding yang mengalami kerusakan pada file.
b. Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Fotografer Wedding
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyedia

layanan dan klien dalam bidang fotografi wedding yang menghadapi
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permasalahan kerusakan berkas, sehingga kedua belah pihak mampu

menyelesaikan persoalan tersebut dengan tepat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada isu-isu yang akan dibahas dan ditelaah,
sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkupnya. Ruang lingkup sendiri
berfungsi sebagai batasan konseptual yang membingkai fokus kajian,
memperjelas area pembahasan, serta memperkecil cakupan persoalan.. Oleh
karena itu, agar bahasan lebih terfokus dan tidak meluas, ruang lingkup dalam
tulisan ini hanya mencakup persoalan terkait jaminan perlindungan hukum bagi
konsumen jasa fotografi pernikahan yang mengalami kerusakan file. Dalam
studi ini, dijelaskan ruang lingkup persoalan yang nantinya akan dibahas serta

dievaluasi secara mendalam.®

F. Kerangka Teori
Jawaban konseptual terhadap perumusan masalah dalam penelitian hukum
diperoleh melalui analisis lembaga hukum serta sumber-sumber hukum, yang
secara khusus membentuk dasar dari kerangka teori.” Adapun teori yang

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan merupakan virfue utama dalam sebuah

lembaga sosial, sebagaimana #ruth menjadi hal mendasar dalam sistem

8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2011), hlm. 111.

® M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2007), hlm. 61.
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berpikir. Apabila suatu teori yang tampak baik dan refined ternyata tidak
adil, maka teori tersebut perlu disesuaikan atau bahkan ditolak; hal yang
sama berlaku pula pada hukum dan lembaga sekalipun efisien serta
terorganisir dengan rapi harus diperbaiki atau ditiadakan apabila tidak
mencerminkan keadilan.!® John Rawls terkenal dengan gagasan teori

keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:!!

a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang
setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama
dengan kebebasan untuk semua (/iberty for all).

b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi

keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan
dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan
setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi
semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari

ketidaksetaraan sosial apa pun.

Teori keadilan digunakan dalam penelitian ini karena prinsip keadilan
merupakan suatu perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa.

Sehingga tidak ada pembedaan kedudukan, status atau memiliki posisi

10 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol 2, Tahun
2020, hlm 31- 33.

I Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol 6,
No. 1 Tahun 2020
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lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.!? Keadilan harus menjadi
sesuatu yang mudah diakses oleh konsumen, baik konsumen yang
mampu secara ekonomi maupun konsumen yang tidak mampu secara

ekonomi.
2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam realitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat
keterikatan hukum antara pemerintah dengan rakyatnya, dimana setiap
individu warga dijamin haknya untuk memperoleh perlindungan

hukum."?

Menurut Fitzgerald menyatakan bahwa teori perlindungan
hukum memiliki tujuan untuk menyelaraskan serta menyatukan beragam
kepentingan dalam masyarakat, sebab dalam interaksi kepentingan

tertentu, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pembatasan terhadap

kepentingan pihak lainnya.'*

Oleh karena itu, keberadaan jaminan hukum memiliki peran krusial,
mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan
memastikan setiap warga memperoleh hak-hak hukumnya secara adil.

Perlindungan hukum memiliki dua jenis yaitu:'>

12 John Rawls, 4 Theory of Justice, Harvard University, 1999, him. 40

13 Indonesia, Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) tahun 1945 tentang Indonesia adalah
Negara Hukum.

14 Satjipto Raharjo, I/lmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

15 Muchsin, “Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister
Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, him.3.”
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a) Perlindungan Hukum Preventif
Pemerintah memberikan perlindungan hukum secara preventif

dengan maksud mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

b) Perlindungan Hukum Represif
Sanksi berupa denda, pidana kurungan, maupun hukuman
tambahan dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan hukum terakhir
kepada warga negara ketika suatu pelanggaran atau persoalan telah

terjadi.

Hukum dibentuk dalam masyarakat dengan tujuan untuk menjalin
keterikatan dan menata beragam kepentingan yang ada. Pembatasan
terhadap kepentingan tertentu dilakukan sebagai langkah agar
perlindungan hanya dapat diwujudkan melalui pengendalian atas

kepentingan pihak lain.

Teori Perlindungan Hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai
dasar untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan
hukum terhadap konsumen pengguna jasa fotografi wedding yang
mengalami kerusakan file. Dan mengalami kerugian atas hak-hak
konsumen yang tidak terpenuhi atau tidak kesesuaian barang atau jasa

saat menggunakan jasa tersebut.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z , berpendapat bahwa teori resolusi

konflik adalah pendekatan yang mempelajari klasifikasi atau jenis-jenis
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konflik sosial, faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik, serta
metode maupun pendekatan yang diterapkan untuk menyelesaikan
konflik tersebut. Sementara itu, Rubin menyampaikan pandangannya
terkait teori resolusi konflik teori. Ia mengidentifikasi lima macam

pendekatan, yakni:!'®

a. Menerapkan solusi yang lebih menguntungkan salah satu pihak
dibanding pihak lainnya merupakan inti dari pendekatan
contending (bertanding).

b. Pendekatan yielding (mengalah) dilakukan dengan cara mereduksi
keinginan pribadi dan menerima hasil yang tidak sepenuhnya
sesuai harapan.

c. Dalam problem solving (pemecahan masalah), kedua belah pihak
bersama-sama mencari opsi terbaitk yang dapat memenuhi
kepentingan masing-masing.

d. Strategi withdrawing (menarik diri) mengacu pada keputusan
untuk menjauh dari konflik, baik secara mental maupun jasmani.

e. Tidak mengambil tindakan apa pun menggambarkan pendekatan

inaction (diam) dalam menyikapi situasi konflik.

Teori Konflik merupakan sebutan lain dari Teori Penyelesaian
Sengketa dalam berbagai referensi ilmiah. Istilah konflik dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai persengketaan atau perbedaan

16 Pruitt. Dean G & Z. Rubin, “Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi”,
NOTARIUS, Vol. 13 No. 2 Tahun 2020.
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yang menimbulkan pertentangan. Perbedaan pandangan dan
ketidaksepakatan mengenai hak maupun kewajiban dalam suatu
persoalan menjadi penyebab munculnya konflik antara dua pihak yang

bersangkutan.!”

Penyelesaian konflik secara umum dapat ditempuh melalui dua
metode, yakni melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi
sendiri merupakan metode penyelesaian perkara yang dilakukan di
lembaga peradilan, di mana wewenang untuk mengatur serta memutus
perkara berada di tangan hakim, dan hasil akhirnya bersifat win-lose
solution.’® Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau melalui jalur
non-litigasi, dilaksanakan secara tertutup demi menjaga kerahasiaan para
pihak, serta agar prosesnya berlangsung lebih ringkas dan efektif. Dalam
metode ini, keterlibatan pihak ketiga yang dikenal sebagai mediator
dimanfaatkan untuk membantu para pihak mencapai solusi yang saling

menguntungkan (win-win solution)."

Teori penyelesaian sengketa digunakan karena dalam proses transaksi
barang atau jasa masih banyak ditemukannya masalah-masalah yang

berkaitan dengan transaksi tersebut. Sehingga apabila terjadi masalah

17 Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin,” NOTARIUS Vol.13, No.
2 Tahun 2020.

8 Nurnaningsih Amrian, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, PT. Granfindo Persada 2012, him 13.

19 Lestari Rika, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di
Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”, Jurnal llmu Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020,
hlm. 219-220.
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dalam transaksi penggunaan barang atau jasa dapat diselesaikan dengan

menggunakan teori penyelesaian sengketa.

G. Metode Penelitian
Salah satu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan
permasalahan pada objek kajian adalah metode penelitian.?® Penulisan skripsi

ini memanfaatkan pendekatan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang diterapkan adalah
metode hukum normatif. Pada jenis penelitian ini, hukum dipandang sebagai
aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (law in books)
atau sebagai norma yang menjadi tolak ukur terhadap perilaku manusia
yang dianggap layak.?! Oleh sebab itu, data yang digunakan sepenuhnya
berasal dari studi kepustakaan yang meliputi materi hukum utama, materi

hukum pelengkap, maupun materi hukum tambahan.

2. Pendekatan Penelitian
Setiap penelitian perlu adanya suatu pendekatan, yang bertujuan
mengumpulkan beberapa informasi agar bisa digunakan peneliti untuk
menjawab maslah yang akan menjadi pokok pembahasan.?’> Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.
42.

21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Penghantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.
Raja grafindo Persada, 2019, hIm. 118

22 Trwansyah, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Pers, 2016),
hlm. 133.
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Apporoach)

Pendekatan ini merupakan suatu cara pendekatan yang dilakukan
dengan membahas perundang-undangan dan regulasi hukum yang
berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.?® Peter
Marzuki, menjelaskan bahwa jenis pendekatan ini dilakukan dengan
cara melakukan menganalisis perundang-undangan yang berhubungan

dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.?*
b. Pendekatan Analitis (4nalysis Apporoach)

Pendekatan analisis yang juga disebut kualitatif, pendekatan ini
adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan
teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan
fakta di lapangan.”® Menurut Sugiyono, pendekatan ini digunakan
untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan
fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh
data-data des-kriptif (non kuantitatif) dalam bentuk lisan dan atau

tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif pula.?

23 Subekti R, Praktek Hukum, (Bandung : Bandung Citra Aditya Bakti, 1992), him. 13.

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, ( Jakarta : Kencana Prenada
Media Group, 2016), him. 47.

25 Ismail Suardi Wekke, METODE PENELITIAN SOSIAL , (group Penerbit CV. Adi
Karya Mandiri), 2019, HIm. 25

26 Dr. M. Sobry Sutikno, Penelitian Kualitatif, 2020, Holistica Lombok, Hlm.4
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c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan normatif yang bertujuan
untuk menerapkan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum
melalui penyusunan argumen yuridis berdasarkan kasus nyata di
lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah
berbagai perkara yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan

hukum yang tengah dihadapi..?’
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana
sumber kepustakaan menjadi komponen utama yang dalam kajian keilmuan
dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Adapun jenis bahan hukum yang

dimanfaatkan dalam penulisan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini

menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

27 C. F. G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,
(Bandung : Alumni , 2006), him. 139.
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 22.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang mendukung
bahan hukum primer, yang memuat informasi lanjutan melalui referensi
seperti buku, jurnal ilmiah, karya akademik, dan sumber terpercaya di
internet. Sebagai pelengkap bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder memberikan uraian tambahan yang berasal dari pustaka,
termasuk di antaranya buku-buku yang relevan dengan topik

pembahasan, artikel ilmiah, dan laman daring yang kredibel.

c¢. Bahan Hukum Tersier

Penjelasan mengenai keterkaitan antara sumber hukum utama dan
sumber hukum pendukung dapat ditemukan dalam bahan hukum
pelengkap.”® Media internet, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) dapat dijadikan sebagai referensi hukum tersier yang

relevan dengan penelitian ini.?’

28 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang :
Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 46.
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, him. 54.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan
bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Melalui
pendekatan ini, data diperoleh dengan cara menelusuri, mengidentifikasi,
dan mengumpulkan berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal, tulisan
ilmiah, dan dokumen-dokumen hukum. Metode tersebut lazim dimanfaatkan
dalam riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menyusun serta

menyajikan data secara terstruktur.’

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif atau kualitatif. Teknik
ini merupakan penelitian yang selalu menggunakan cara pengamatan dari

manusia ke sosial dan juga lebih menggunakan analisis secara naratif.>!

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan teknik penyimpulan
secara deduktif, yaitu suatu pendekatan teoritis yang dimulai dari hal-hal
yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada data atau kejadian

yang bersifat spesifik. 3

30 Dr. Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang : Unpam Press, 2019), him. 140.

31 Albi Anggito & Johan Setiawan, Mefode Penelitian Kualitatif, CV Jejak, 2018, Jawa
Barat. Him.7.

32 Muhaimin, ibid, hlm 71.
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